

BAB III

OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN




3.1. Objek Penelitian

3.1.1. Sejarah

Sejak beberapa tahun lalu kita sudah memasuki era yakni era yang hampir modern. Hampir semua aspek dalam kehidupan kita berkaitan dengan teknologi. Dengan adanya ini, kemudahan di semua bidang dapat kita raih. Dengan teknologi pula, jarak dan waktu seolah bukan lagi masalah. Kita dapat dengan mudah mengakses informasi di belahan dunia manapun.
Perkembangan teknologi ini telah merambah semua wilayah, bahkan sampai ke pelosok desa, Kota Cirebon tentu tidak ingin tertinggal dalam kemajuan teknologi ini. Demi mewujudkan visi Kota Cirebon untuk menjadi Kota termaju di Indonesia, maka dibentuklah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon pada tanggal 27 Desember 2016 yang kelak diharapkan menjadi tulang punggung kemajuan teknologi informasi di Kota Cirebon.
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Adapun tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dalam Peraturan Wali Kota No. 59 Tahun 2016.


35



3.1.2. Visi dan Moto

“Terwujudnya Pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang PATUH menuju  Kota Cirebon  yang Ramah”.
Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang PATUH merupakan kepanjangan dari Profesional. Akuntabel, Transpran, Utama dan Handal di bidang Komunikasi, bidang Informatika dan bidang Statistik serta pelayanan administrasi.
1. Profesional diindikasikan oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional untuk mendukung Pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik kepada masyarakat;
2. Akuntabel diindikasikan oleh terselenggaranya tata kelola pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang efisien berdaya saing dan aman;
3. Transparan diindikasikan oleh terselnggaranya pelayanan atau informasi kepada masyarakat yang transparan, bersih dan efektif;
4. Utama diindikasikan oelh terciptanya budaya pelayanan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien;
5. Handal diindikasikan oleh terselenggaranya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa diperoleh dengan cepat, tepat dan handal.
 (
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3.1.3. Misi

1. Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis.
2. Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
4. Meningkatnya SDM Dinas komunikasi, informatika dan statistik yang profsional dan berwibawa.
5. Meningkatnya standar kompetensi administrasi pemerintah.


3.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

3.1.4.1. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi



3.1.4.2. Uraian Tugas

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas meliputi urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas memiliki fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
b. Perumusan	dan	penetapan	kebijakan	teknis	operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. Pembinaan,	pengawasan,	pengendalian	dan	pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan

h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundangundangan.


B. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan,



keuangan, sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat dinas;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat dinas;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;

f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dinas;

g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas dinas;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat dinas;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat dinas; dan



j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan wali kota serta ketentuan peraturan perundangundangan.


C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan dan layanan informasi, pengelolaan komunikasi serta hubungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;



e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundangundangan.


D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan domain, penatalaksanaan dan pengawasan



serta sistem jaringan informatika. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;



i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan wali kota serta ketentuan peraturan perundangundangan.


E. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan E-Government sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan tata kelola e-government, pengembangan ekosistem e-government serta pengembangan aplikasi. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang layanan e- government;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang layanan e-government;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang layanan e-government;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang layanan e-government;



e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang layanan e- government;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang layanan e-government;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang layanan e-government;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan e-government;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan e- government; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan wali kota serta ketentuan peraturan perundangundangan.


F. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengumpulan dan analisis data, sumber daya statistik sektor serta layanan dan penyebarluasan data. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:



a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Statistik Sektoral;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Statistik Sektoral;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;

f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Statistik Sektoral;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundangundangan.



G. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang persandian dan keamanan informasi meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan persandian, keamanan informasi serta layanan keamanan informasi. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;



g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundangundangan.


H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang- undangan.


3.1.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon yang berada di Jl. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45153.



Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih belum efektifnya implementasi kebijakan standar layanan informasi publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon.
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian.

3. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti.


3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017:41).
Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang berkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2016:26).



3.2.2. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah menjabarkan berbagai variabel dengan variabel yang lain, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, rumusan masalah yang diajukan, metode/strategi penelitian, Teknik analisis yang akan digunakan serta kesimpulan yang diharapkan (Sugiyono, 2002).
Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Klasifikasi desain penelitian dibagi menjadi dua yaitu, eksploratif dan konklusif. Desain penelitian konklusif dibagi lagi menjadi dua tipe yaitu deskriptif dan kausal. Menurut Malhotra mengutip dari Agustina Kurniawati Hadi (2009:23), desain penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sesuatu. Penelitian deskriptif, memiliki pernyataan yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi, hipotesis yang spesifik, dan informasi detail yang dibutuhkan.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan standar layanan informasi publik pada Kota Cirebon.



3.3. Informan dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Informan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) informan adalah orang yang memberikan informasi dan orang yang merupakan sumber data dalam penelitian.
Informan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Suyanto, 2005:171). Untuk penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat dua macam informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah orang-orang yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti. Sedangkan, informan pendukung adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian. Adapun penelitian ini mengambil informan sebagai berikut :
1. Informan kunci (Key Informan)

a. Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.

2. Informan pendukung

a. Pegawai Bagian Operator Layanan Informasi Publik.

b. Masyarakat Kota Cirebon.


3.3.2. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pengambilan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah



teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:218). Dalam teknik ini, peneliti memilih dan menetapkan secara sengaja beberapa informan yang di nilai berkompeten yaitu yang benar-benar memahami masalah yang di teliti.


3.3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017:224). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur dan studi lapangan.
1. Studi kepustakaan/literatur

Studi kepustakaan merupakan cara untuk mencakup teori-teori yang ada hubungannya dengan hal yang sedang diteliti. Studi pustaka ini bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari perpustakaan yang berupa buku-buku, dokumentasi- dokumentasi, dan sebagainya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian. Terdapat 3 (tiga) kriteria terhadap teori yang digunakan sebagi landasan dalam penelitian, yaitu relevansi (teori yang dikemukakan seusai dengan permasalahan yang diteliti), kemutakhiran (terkait dengan kebaruan teori atau referensi yang digunakan), dan keaslian (sumberasli).



2. Studi lapangan, terdiri dari:

Studi lapangan yaitu suatu penelitian dilakukan secara langsung di lapangan terhadap objek yang sedang diteliti untuk mendapatkan data yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon, dengan melalui cara berikut ini:
a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan pengalaman secara mendalam.
b. Wawancara/Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancra terpimpin/terstruktur yang dilakukan secara mendalam (depth interview). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar-benar lengkap, sehingga peneliti dapat melakukan analisis dengan tajam dan mendalam.
c. Dokumentasi merupakan alat bukti tentang seusatu, termasauk catatan-catatan, foto, rekaman video atau apapun yang dihasilkan oleh seorang peneliti.



3.4. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Tabel 3.1 Operasionalisasi Konsep Penelitian

	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	









Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III dalam Implementing Public Policy (1980)
	Komunikasi
	1. Komunikasi	antar pihak terkait
2. Komunikasi Internal

3. Komunikasi publik
4. Komunikasi elektronik

	
	Sumber daya
	1. Sumber	daya manusia
2. Sumber	daya keuangan
3. Sumber	daya teknologi informasi
4. Sumber daya fisik

	
	Disposisi
	1. Komitmen organisasi
2. Kepemimpinan dan manajemen
3. Koordinasi	dan

Kerjasama






	
	
	4. Budaya organisasi
5. Pengembangan kapasitas

	
	Struktur birokrasi
	1. Struktur organisasi

2. Pendelegasian wewenang
3. Proses pengambilan keputusan
4. Koordinasi	dan komunikasi
5. Pengawasan	dan

evaluasi





3.5. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Moleong (2017:330) Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik tringulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, melalui teknik pengujian keabsahan data, peniliti menggunakan teknik tringulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara check, recheck, dan cross check terhadap data itu. Triangulasi merupakan suatu teknik pengujian keabsahan data dengan membandingkan data yang satu dengan yang lain dalam berbagai cara dan waktu yang sesuai.



Denzin dalam Moleong (20017:330), membedakan triangulasi menjadi empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan diantaranya dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini. peneliti menggunakan triangulasi dengan menggunakan teknik sumber, yakni dengan melakukan beberapa cara, diantaranya:
a. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.


3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2017:280) teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan polis, kategori dan dapat di namiskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data yang pertama-tama mengorganisasikan data yang terkumpul yang terdiri dan catatan lapangan dan tanggapan peniliti, gambar, foto dokumentasi berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya kemudian mengatur, mengurutkan, pengelompokkan, membelikan kode, dan, mengkategorikannya sehingga menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantive.



Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Moleong dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
b. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks bersifat naratif.
c. Conclusion Drawing/verification (menarik kesimpulan)

Menarik kesimpulan adalah data yang telah diproses kemudian ditarik kesimpulan atau maknanya.



3.7. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 6 (enam) bulan, yang dimulai pada bulan Maret sampai Agustus 2023, dan jadwal penelitian yang dibentuk tertera pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian



	NO
	Kegiatan
	Tahun
	2023

	
	
	Bulan
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agustus

	
	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
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